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Jaminan kesehatan merupakan hak warga negara yang harus dipenuhi oleh Negara, sebagaimana dinyatakan
dalam Pasal 28 H ayat (3) UUD NRI 1945, Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 19 UU No. 39 tahun
2009 Tentang Kesehatan, dan Pasal 18 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Jaminan Kesehatan di Indonesia saat ini dilaksanakan melalui program Jaminan kesehatan Nasional (JKN),
yang diselenggarakan oleh BJPS Kesehatan. Sesuai dengan amanat resolusi World Health Assembly ke-58
tahun 2005, WHO bersama negara-negara di dunia berkomitmen untuk mewujudkan jaminan pelayanan
kesehatan bagi seluruh penduduk melalui suatu sistem pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan, yakni
Universal Health Coverage (UHC). Pemerintah menargetkan seluruh penduduk menjadi peserta JKN pada
2019 namun kenyataannya pada Januari 2019 hanya 216.152.549 jiwa atau 81% penduduk Indonesiayang
telah menjadi peserta. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui apakah penyelenggaraan program JKN oleh
BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan prinsip UHC. Selain itu, Penelitian ini jugaingin mengetahui
bagaimana penduduk yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dapat memperoleh manfaat JKN.
Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif—analitis.
Penelitian ini menggunakan kajian mendalam terhadap UU SISN, UU BPJS, Perpres Program JKN, dan
peraturan perundang-undangan lainnya mengenai Jaminan K esehatan, serta dokumen WHO.

...... Social health Security is citizen’s right according to Article 28H section (3) of Constitution of Republic
of Indonesia 1945, Article 34 section (2) Constitution of Republic of Republic of Indonesia 1945, Article 19
on Law Number 39 of 2009, and Article 18 on Law Number 40 of 2004. Social Health Security in Indonesia
implemented through programme National Health Insurance System (JKN), which is held by Social Health
Insurance Administration Organization (BPJS Kesehatan). According to resolution Fifty- Eight World
Health Assembly 2005, WHO and all countries committed to guarantee access to health service for all
people through sustainable health-financing system, which is Universal health Coverage (UHC).
Government targeted all people registered to national social health insurance due to 2019 but until January
2019 only 216.152.549 people or 81% of citizens have national health insurance. This study aims to analyze
the implementation of JKN held by BPJS Kesehatan based on UHC principles and to know how citizens
who is not registered able to get access to health security. This study using juridical-normative research and
descriptive data analysis. This study also using depth review towards laws of social health security and
documents of WHO.
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